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ABSTRAK

Dalam pengajuan permohonan perceraian oleh istri kepada suami dalam
perkara No.151/Pdt.G/2010/PA.Smn, Majelis Hakim mengabulkan gugatan
perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan nafkah sebagai penyebab
terjadinya perceraian. Pada dasarnya dalam perundang-undangan nafkah tidak
dapat dijadikan sebagai penyebab perceraian. Hakim beralasan bahwa perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena
sering terjadi perselisihan dan percekcokan antara kedua belah pihak. Sehingga
Hakim berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat dilanjutkan. Dan bagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis
Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan nafkah di
Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Pengadilan Agama
Sleman, juga didukung dengan penelitian pustaka (/ibrary research). Dan
pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yang akan digunakan untuk
menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dan
tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap dasar hukum yang digunakan Hakim
dalam perkara nafkah sebagai penyebab terjadinya perceraian. Sumber data dalam
penelitian ini meliputi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman dan
dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan
dengan penelitian ini. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif induktif.

Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa dasar hukum yang
digunakan Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara nafkah sebagai
penyebab terjadinya perceraian pada perkara No.151/Pdt.G/2010/PA.Smn dengan
menitik beratkan pada penerapan konsep mashlahatul mursalah, yaitu Hakim
menghindari bahkan menghilangkan kemudharatan yang akan timbul baik bagi
Penggugat maupun Tergugat. Apabila perkawinan tetap dilanjutkan, maka Hakim
berpendapat bahwa kemungkinan Penggugat sebagai istri akan terus menerus
tertekan dengan permasalahan dalam rumah tangganya. Selanjutnya Dasar hukum
yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara No.151/Pdt.G/2010/Pa.Smn
tentang nafkah sebagai penyebab terjadinya perceraian, telah sesuai dengan
hukum normatif dan hukum yuridis. Dimana Majelis Hakim menggunakan dasar
hukum yang didasarkan pada: 1) Q.S. Al-Bagarah [2] : 227 dan 229. 2) Undang-
undang No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2). 3) Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f). 4) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 116 huruf (f).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
- ta’ T Te
< sa O es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d ha 0 ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
2 dal D De
3 zal Z ze (dengan titik di atas)
D) ra’ R Er
J zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
o= sad 0 es (dengan titik dibawah)
o= dad O de (dengan titik dibawah)
b ta’ B te (dengan titik dibawah)
L za’ 0 zet (dengan titik dibawah)
4 ‘ain 74 koma terbalik di atas
£ gain G Ge
— fa’ F Ef
A3 gaf Q Qi
8 kaf K Ka
J lam L ‘el
e mim M ‘em
J nun N ‘en
5] waw \ \




° ha’ H Ha
s hamzah apostrof
&é ya’ Y Ye

Il.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

832204 ditulis muta’addidah
bac ditulis ‘iddah
I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis “h”
EPLEN ditulis Dikmah
L ditulis Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”

Wl oW ALl S ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah, ditulis “t”

hidllBlS ) ditulis Zakat al-fitri
1V. Vokal Pendek
_____ ditulis A
_____ ditulis I

vii



_____ ditulis U
V. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
1. .
dlals ditulis Jjahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
2.
(sl ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
3.
S ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis a
4. .
vy s ditulis Sfuril)
VI. Vokal Rangkap
Kasrah + ya’ mati ditulis ai
1.
oSt ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
2. .
Js ditulis qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof
eﬁﬁ ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
Al S5 ditulis la’in syakartum
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VII1I. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diitkuti huruf Qamariyyah ditulis dengan kata “al” didepan huruf
Qamariyyah itu.
ol ditulis al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

elawdll ditulis as-sama’

Ul ditulis asy-Syams

IX. Penelitian Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sl 5 ditulis Zawi al-furii]

aulidal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan naluri salah satu manusia, karena dengan
adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling
membantu. Sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat
suci antara dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan
direstui agama, kerabat, dan masyarakat.

Tujuan perkawinan merupakan sarana dalam mewujudkan kehidupan
sakinah, mawaddah dan rahmah, sarana reproduksi atau regenerasi,
pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sarana untuk
melakukan ibadah.'

Berkaitan dengan ikatan perkawinan ini, Allah SWT menyebutnya
sebagai mitsagan ghalil1ha. Sebagaimana firman-Nya :

2 Usgle Wie oSia (381 5 Gmms M) Simny il 85435046 (a8

Setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ini apalagi untuk

memutuskannya, merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam agama.’

! Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan
D), (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), him. 35.

2 An-Nissa’ (04) : 21

* Muhammad Bagir, Figh Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat
Para Ulama, (Bandung: Karisma. 2008), hlm. 181.



Maka janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan
kata cerai.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan
perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu, segala usaha dan
upaya harus dilakukan agar ikatan suci itu terus berlanjut. Tetapi jika semua
harapan untuk terciptanya kasih sayang telah musnah dan perkawinan
menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan
mereka, maka perceraian boleh dilakukan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti perubahan gaya
hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, dapat dilihat
bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di
hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan
berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, namun pada kenyataannya
tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai
alasan.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda, timbulnya
perselisihan pendapat, berubahnya kecenderungan hati masing-masing, juga
pengaruh faktor-faktor psikologis, biologis dan ekonomi, dapat menimbulkan
krisis dan keretakan dalam rumah tangga yang berupa percekcokan,
pertikaian dan hilangnya kasih sayang di antara suami dan istri. Apabila krisis
rumah tangga ini sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan lagi,

maka jalan perceraian dimungkinkan untuk ditempuh.



Walaupun perceraian itu pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam
kehidupan rumah tangga, hal itu merupakan jalan keluar terakhir. Berbagai
dinamika kehidupan berumah tangga kadang-kadang sering bertentangan
dengan tujuan perkawinan. Jika ini dipaksakan, niscaya akan mengakibatkan
kemudharatan pada rumah tangga dari pada manfaatnya. Di sinilah tujuan
perceraian dalam Islam dibolehkan hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan
semua pihak.4

Islam memahami dan menyadari akan hal ini karena itu Islam
membuka kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan
fasakh demi menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perceraian dijadikan
sebagai jalan keluar bagi suami dan istri yang telah gagal membangun bahtera
rumah tangganya, sehingga hubungan antara suami istri masih berjalan baik,
dan tidak berlarut dalam perselisihan.

Disyari’atkannya perceraian dalam hukum Islam sebagai sebuah
solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan
jalan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan
meneruskan ikatan perkawinan, dan setelah melalui tahapan-tahapan
perbaikan yang dilakukan sendiri oleh suami istri.”

Terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-

faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Di antara

* H.E. Hassan Saleh, Kajian Figh Nabawi dan Figh Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2008), him. 320.

5 Muhammad Bagir, Figh Praktis II, hlm. 183.



faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian adalah faktor
nafkah, di mana suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri.

Nafkah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah
tangga. Suami berkewajiban dalam memberikan nafkah lahir dan batin
kepada istri. Dengan adanya pemberian nafkah dari pihak suami terhadap istri
dan anaknya diharapkan kehidupan rumah tangga dapat merasakan
kebahagiaan lahir dan batin. Namun kelalaian suami untuk memberi nafkah
kepada istrinya timbul permasalahan yang kadang terjadi di kalangan
masyarakat sekarang.

Kasus seperti itu pernah terjadi di Pengadilan Agama Sleman.
Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang
menyelesaikan perkara tertentu di kalangan masyarakat yang beragama Islam.
Alasan penyusun memilih Pengadilan Sleman sebagai obyek peneletian ini
karena penyusun ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara perceraian
yang disebabkan faktor nafkah pada perkara nomor:
151/Pdt.G/2010/PA.Smn.

Pengadilan Agama Sleman pernah menangani gugatan cerai gugat
disebabkan nafkah dengan perkara nomor: 151/Pdt.G/2010/PA.Smn. Adapun
kronologis kasusnya sebagai berikut :

Pada tanggal 09 Februari 2010 Penggugat mengajukan gugatan cerai
ke  Pengadilan = Agama Sleman  dengan  Nomor  Register:

151/Pdt.G/2010/PA.Smn. Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada



pihak pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini secara
verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR karena Tergugat telah
dipanggil secara patut dan resmi namun Tergugat tidak datang atau
mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan.

Dan dalam persidangan tersebut, mengingat bukti-bukti dan saksi-
saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara
Nomor Register: 151/Pdt.G/2010/PA.Smn. Dalam amar putusannya Majelis
Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in
sughro Tergugat (pihak pria) kepada Penggugat (pihak wanita). Majelis
Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan
Tergugat suka berganti-ganti perempuan, tidak memberikan jaminan natkah
kepada Penggugat dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap
Penggugat bila bertengkar.

Dalam persidangan Penggugat juga menyatakan sudah tidak mampu
lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun Majelis
Hakim maupun keluarganya telah mendamaikannya, maka Majelis Hakim
dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta rumah tangga



tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan
justru akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat dapat dikabulkan.

Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman
dalam perkara ini harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara yuridis
(hukum Positif), maupun hukum syara’ (hukum Islam). Untuk itulah
penelitian ini dilakukan oleh penyusun. Terutama sebatas mana alasan dan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam amar
putusannya ketika dikomperatitkan dalam figh. Sehingga penelitian penyusun
lebih dititikberatkan pada penelusuran-penelusuran alasan Majelis Hakim
dalam mengeluarkan putusan itu.

Untuk itu penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana dasar
hukum yang digunakan Hakim dalam perkara perceraian karena faktor
nafkah, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum yang
digunakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus

perkara perceraian karena faktor nafkah.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Sleman dalam memutus perkara perceraian nomor:
151/Pdt.G/2010/PA.Smn karena faktor nafkah?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap
pertimbangan Hakim pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan
perceraian karena faktor nafkah di Pengadilan Agama Sleman pada

perkara nomor: 151/Pdt.G/2010/PA.Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara perceraian nomor:
151/Pdt.G/2010/PA.Smn karena faktor nafkah.

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum
positif terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman
dalam memutuskan perkara perceraian nomor:
151/Pdt.G/2010/PA.Smn karena faktor nafkah.

2. Kegunaan Penelitian
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

keilmuan dalam bidang hukum, dan dapat menjadi atau studi lanjutan



bagi pihak yang ingin mendalami dan mengkaji lebih jauh mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan
kepada para peneliti dan menambah khasanah keislaman terutama

tentang masalah perceraian karena faktor nafkah.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada tulisan atau penelitian
yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap dasar hukum
yang digunakan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan
faktor nafkah dalam bentuk skripsi.

Kemudian ada beberapa karya yang membahas tentang perceraian
yang disebabkan nafkah diantaranya skripsi Muhammad Husain (2007), yang
berjudul “Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi
Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”. Penelitian ini lebih
mengarah kepada menganalisa tentang putusan perceraian dengan alasan
nafkah selama tahun 2006 di Pengadilan Agama Sleman, tanpa meneliti
bagaimana pandangan hukum Islam dan yuridis terhadap perceraian karena
faktor nafkah.®

Karya yang lain adalah skripsi saudari Azizah, dengan judul
“Ketidakmampuan Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif

Antara Pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm)”. Dalam skripsi ini saudari

® Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2007, tidak diterbitkan.



Azizah hanya fokus kepada pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm tentang
nafkah lahir suami sebagai penyebab perceraian.’

Karya ilmiah yang lain adalah skripsi Awaluddin yang berjudul
“Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan
Agama Tulung Agung tahun 2003-2005”. Dalam skripsi ini saudara
Awaluddin hanya fokus kepada persoalan tentang pengabaian nafkah apakah
pengabaian nafkah itu dapat dijadikan alasan perceraian secara langsung oleh
Hakim.®

Setelah penyusun meneliti beberapa hasil penelitian yang ada, maka
sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai
tema yang penyusun angkat. Sebagian karya ilmiah hanya membahas
perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah, tetapi pembahasannya
hanya fokus kepada beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama, dan
bagaimana pandangan para ulama tentang perceraian karena pengabaian
nafkah. Namun, mengenai perceraian karena faktor nafkah yang membahas
mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim
dan tinjauan hukum Islam dan Yuridis dalam memutuskan perkara perceraian

karena nfkah belum ada yang membahas.

7 Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

8 Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.
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E. Kerangka Teoritik

Agama Islam tidak menutup mata mengenai permasalahan rumah
tangga, yang mana permasalahan tersebut tidak dapat diatasi lagi, dan
berujung pada perceraian.

Perceraian dapat terjadi apabila terjadi perselisihan dan adanya
percekcokan antara suami dan istri, dimana tujuan perkawinan sudah tidak
mungkin lagi tercapai sebagaimana yang diharapkan. Maka jika suami tidak
memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dapat menyebabkan
terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Sehingga tidak menutup
kemungkinan akan selalu terjadi percekcokan antara suami dan istri. Jika
demikian kebahagian yang diharapkan tidak mungkin dapat diharapkan.

Masalah perceraian dapat dipandang menurut hukum Islam dan
Undang-undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana kedua
sudut pandang itu dalam menyelesaikan masalah perceraian.

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan talak yang berarti
melepaskan ikatan perkawinan dengan lafazh talak dan sebagainya. Dalam
rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang
Pengadilan Agama karena suatu sebab terputusnya perkawinan.’

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak, kebanyakan
dari mereka menyatakan bahwa talak itu tidak dibenarkan, kecuali terdapat

alasan-alasan yang benar. Apabila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.
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dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan
kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :
ol apans i d Ll ) ga e )5
Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik. Akan
tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud
jika tidak ada kesesuaian hati di antara meraka. Dari pada perkawinan
diwarnai dengan perselisihan dan percekcokan yang terus menerus sehingga
menimbulkan kemudharatan maka jalan terbaik adalah dengan perceraian.
Sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:
J) oyl
Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah
terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan."’
Apabila di dalam rumah tangga terdapat keadaan yang dapat
menimbulkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak, maka
bagi yang menderita dapat mengambil perkara untuk memutuskan
perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan harus ada alasan-alasan kuat
yang mendasari diperbolehkannya perceraian.
Alasan yang membolehkannya perceraian apabila suami meragukan
tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya.

Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah menolak terhadap kemurahan

10 Al-Bagarah (2) : 227.

1" Abdul Mujib, Kaedah-kaedah Figih (Al-Qawa’idul Fighiyah), cet. ke-3, (Jakarta:
Kalam Mulia, 1999), him.34
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Allah."”? Dalam hukum Islam dibolehkan dan dibenarkannya melakukan
perceraian seandainya dengan perceraian itu dapat membawa ke arah
kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami maupun istri. Hal ini sesuai
dengan kaidah ushul figh yang berbunyi:

B adlall ls e adte auldall ¢ po

Membiarkan istri berlarut-larut dalam kesulitan, kebencian, teraniaya
dan dibiarkan dalam penderitaan merupakan sisi lain yang nilainya tidak
bagus. Perbuatan suami yang lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala
rumah tangga yang memberikan nafkah kepada istrinya, merupakan
perbuatan yang mengarah kepada kemudharatan dan bertentangan dengan
prinsip kemaslahatan hukum Islam, bahkan dalam segala bidang kehidupan.
Jadi apabila dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai lagi
suatu kebahagiaan, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

Perceraian boleh dilakukan apabila di antara suami isri selalu timbul
percekcokan dan perselisihan terus menerus, sehingga dapat mengganggu
keharmonisan rumah tangga. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat
yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian sebagai langkah terakhir.'

2. Perceraian dalam Undang-undang No.l tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975

12 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.
158.

3 Abu Dawud, Sunan Abi Daud, (ttp: Dar al-Fikrut), Hadis nomor 2178, Hadits dari
Ibnu Umar, hlm. 225,

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 201.
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Pada dasarnya perceraian tidak dianjurkan untuk dilakukan. Namun
dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya
perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka
kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya
perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.
Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik."

Untuk melakukan perceraian tidak boleh dengan sewenang-wenang,
akan tetapi harus ada cukup alasan yang kuat bahwa suami istri sudah tidak
dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal itu senada dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 2,
menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.'¢

Menurut Undang-Undang No.l tahun 1974 di atas, perceraian
dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan
melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan
memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala
mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak
istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah
keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika

perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di Pengadilan dan oleh

5 Ibid, hlm. 190.

' UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).
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pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih
banyak mudaratnya jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan dipu‘[uskan.17

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tepatnya pada pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116,
dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan
penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi
karena:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

f.  Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.'®

7 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang,
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 49.
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Adapun dalam KHI ditambahkan dengan alasan-alasan perceraian

sebagai berikut:
g.  Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga."’
Dalam perkawinan, suami istri mempunyai kewajiban dan hak yang
harus dijalankan. Hak dan kewajiban ini memiliki peranan yang sangat

penting dalam kehidupan ber-umah tangga dalam mencapai tujuan

perkawinan. Apabila masing-masing pihak tidak dapat menjaga dan

memeliharanya, maka dapat dipastikan ikatan perkawinan tersebut tidak dapat

berlangsung lama.

Hak-hak suami terhadap istri merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan dan dipenuhi oleh istri, demikian pula sebaliknya. Hak-hak istri

merupakan kewajiban-kewajiban suami yang harus dilakukannya. Di antara

hak-hak suami terhadap istri yang paling pokok adalah:

a.

b.

Ditaati dalam hal-hal yang tidak menjerumus kepada maksiat.

Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.

Menjauhkan dirinya dari mencampuri sesuatu yang dapat
menyusahkan suami.

Tidak bermuka masam di hadapan suami.

Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.*’

'8 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No.l Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Pasal 19.

1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.
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Adapun kewajiban suami terhadap istri terbagi kepada dua macam
yaitu kewajiban yang bersifat materil (kebendaan) dan yang bersifat
immateril (non kebendaan). Kewajiban yang bersifat materil berupa mabhar,
nafkah dan tempat tinggal.

Mahar dalam hukum Islam merupakan pemberian yang wajib
dilakukan oleh calon suami kepada calon istri berupa harta atau manfaat
karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan
dalam hukum perkawinan Islam.*' Hanya saja kedua calon mempelai
dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan
diberikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 4:

222\1;.'1 u@j\ﬁdm ;L.u.ﬂ\ ‘jﬁ\c}

Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri tidak lain karena
berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan
erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak
untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya,
tinggal di rumahnya, mengurus rumah dan anak-anaknya. Suami pun
memiliki kewajiban yang sama. Sehingga suami harus memenuhi kebutuhan
istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan

suami istri yang sah.

20 Slamet Abidin, Figh Munakahat, cetl, (Bandung: Pustaka setia, 1999), him.
158.

2l Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam, hlm. 94.

2 An-Nisa’ (4) : 4.
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Nafkah disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan,
tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.
Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oeh suami sesuai dengan

s 23

ketentuan dalam al-Quran, Sunnah, dan [jma’.”> Sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
Db g 5 W) Gl CRISEY g yrally (45 g 5 (468 ) ) 45l gall (e
240ﬂﬁdd}lﬁy‘5\.§ﬂ})3ﬂ\j

Dalam hukum Islam juga ada dijelaskan mengenai hak dan kewajiban
yang dimiliki bersama-sama oleh suami dan istri, bukan dimiliki secara
sepihak saja. Suami istri saling terikat untuk melaksanakan dan bertanggung
jawab secara kolektif. Adapun hak dan kewajiban bersama antara suami dan
istri adalah meliputi:

a. Suami istri diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka
berdua.

b. Suami istri diharamkan melakukan perkawinan dengan keluarganya
masing-masing.

c. Antara suami istri saling mewarisi antara keduanya, apabila salah
seorang di antaranya ada yang meninggal dunia.

d. Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam

rumah tangga.

2 As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),
hlm. 427.

2 Al-Bagarah (2) : 233.
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e. Suami istri hendaknya bertingkah laku dengan cara yang baik.*

Metode Penelitian

Metode merupakan sarana utama yang digunakan untuk mencapai
tujuan.’® Dalam menyelesaikan penelitian dan karya ilmiah ini, penulis
menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis
menggunakan penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu penelitian yang
menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan
judul penelitian, dan penelitian ini didukung dengan dengan penelitian
lapangan (field research) guna mendapatkan data yang diperlukan.”’
Dalam operasionalnya sumber data utama diambil dari Pengadilan Agama

Sleman, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang

bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa

2 As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm. 407-408.

% Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian survey, (Jakarta:
PT.LP3ES, 1982), hlm 82.

1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
1999), him. 21.
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sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,” dengan memaparkan dan
mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus
perkara perceraian disebabkan faktor nafkah, kemudian menganalisa dasar
hukum yang digunakan Hakim.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah
pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada
umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya serta
aturan beracara di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agam
Sleman.”

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi
Dalam hal ini mencari data yang berkaitan dengn penelitian dari
Pengadilan Agama Sleman.

b. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam

proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University
Press, 1993), him. 31.

* Sutrisno Hadi, Metode Reseacrh II, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), him. 142.
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berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut
adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam
daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam hal ini penyusun
melakukan wawancara langsung dengan Hakim dan Ketua Pengadilan

Agama Sleman.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu
menganalisa masalah atau obyek penelitian dengan jalan menguraikannya
dan menyandarkan pada kekuatan logika. Dengan menggunakan alur
berpikir deduktif dan induktif, yaitu , dan cara berpikir yang bertolak dari
hal-hal yang bersifat umum kemudian digenarilasasikan ke dalam
kesimpulan yang khusus, dan cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang
bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang

umum. -

G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian
yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagaian awal memuat judul,
hal abstrak, nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman
transliterasi huruf Arab-Latin, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian isi terdiri

dari dari beberapa bab yaitu:

30 Ibid, hlm. 139
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Bab pertama merupakan pendahuluan, di dalam bab ini meliputi
tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang nafkah khususnya
mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-
anaknya, termasuk juga bagaimana nafkah dalam hukum Islam dan hukum
Positif, sebagai teori yang mendukung dalam proses penelitian.

Bab ketiga tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama
Sleman yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya Pengadilan Agama
Sleman, struktur organisasi, keadaan Hakim dan pejabat Pengadilan Agama,
sarana dan prasarana. Dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan
hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan nafkah sebagai
penyebab terjadinya perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadap
pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara perceraian
dengan alasan nafkah sebagai penyebab terjadinya perceraian

Bab keempat menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan
hakim dalam perkara perceraian dengan alasan nafkah sebagai penyebab
terjadinya perceraian dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap
pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara perceraian
dengan alasan nafkah sebagai penyebab terjadinya perceraian

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penyusun mengemukakan semua pembahasan secara
keseluruhan maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum dan pertimbangan Magelis Hakim dalam perkara
No0.151/Pdt.G/2010/Pa.Smn tentang nafkah sebagai penyebab terjadinya
perceraian, menggunakan dasar hukum yang didasarkan pada:

a Q.S. Al-Bagarah [2] : 227 dan 229,

b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2
c. Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f),

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f).

2. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim
dalam perkara No0.151/Pdt.G/2010/Pa.Smn tentang nafkah sebagai
penyebab terjadinya perceraian, telah sesuai dengan bailk menurut hukum
Islam, yaitu Majelis Hakim lebih menitik beratkan pada penerapan konsep
kemaslahatan, yaitu Hakim menghindari bahkan menghilangkan
kemudharatan yang akan timbul baik bagi Penggugat maupun Tergugat.
Maupun menurut hukum Positif, yaitu Hakim melihat kondis rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan
lagi yang berakibat sering terjadinya perselisihan dan percekcokan antara
suami istri, dengan demikian Hakim menilai perceraian tersebut diboleh

kan karenatelah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
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B. Saran-Saran
Demi terwujudnya keadilan dan kemashlahatan bagi suami dan istri
dalam kasus perceraian, maka hal berikut perlu diperhatikan oleh semua
kalangan masyarakat:

1. Sebuah perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dipahami oleh
semua kalangan masyarakat, sebagai ikatan yang sangat kuat dan begitu
sakral. Perkawinan dalam a-Quran merupakan perjanjian yang kokoh
yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan
harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi
tujuan dari pernikahan dapat terwujud dan menghindari perceraian.
Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh bagi suami istri
dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga setelah tidak ada jalan
keluar lagi.

2. Hendaknya sebelum mengambil keputusan untuk menikah, harus dipikir
terlebih dahulu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari
pasangannya masing-masing. Karena pernikahan itu terjadi atas landasan
agama yang penuh dengan tanggung jawab dan bukan semata-mata

kepentingan dunia sesaat akan tetapi sampai di kehidupan berikutnya.
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